SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM BANK KALTIM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka peningkatan investasi Daerah,
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian . Daerah
serta meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu
dilakukan penambahan penyertaan modal kepada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten . Kutai. Kartanegara
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Kedalam Bank Kaltim yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Kedalam Bank Kaltim sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam
Bank Kaltim;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesian Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Bank Kaltim (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam
Bank Kaltim (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEDALAM BANK KALTIM.



Pasal |

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam
Bankaltim (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2009 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Daerah :

a. Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Kedalam Bank Kaltim (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 17);

b. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Kedalam Bank Kaltim (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 68);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2011,
Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Daerah sebesar
Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar
rupiah).

(2) Untuk memenuhi kecukupan Penyertaan Modal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
telah menyertakan modal sebesar Rp. 453.180.000.000,00
(empat ratus lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh
juta rupiahj.

(3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah selanjutnya akan
dialokasikan secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah terhitung sejak Tahun Anggaran 2021
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan dalam rangka
penugasan membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
dan Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara

(5) Dalam hal pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan
melalui Deviden yang diterima oleh Daerah setelah disetor ke
kas Daerah minimal diatas deviden yg diterima setiap tahun .

Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua
penyebutan Bank Kalimantan Timur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kaltim
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Kaltim,
harus dimaknai sebagai Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara.



(2} Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR
137
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Salinan Sesuai Dengan Ashnya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala ian Hukum
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM BANK KALTIM

[. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
memerlukan langkah untuk menambah sumber pendapatan daecrah guna
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan adalah peningkatan investasi Daerah melalui penambahan penyertaan
modal pada badan usaha milik daerah. Dengan meningkatnya porsi kepemilkan
modal pada badan usaha milik daerah maka akan meningkatkan porsi
penerimaan deviden kepada kas daerah. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara merupakan salah satu badan usaha milik daerah
yang sahamnya dimilki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten /Kota se-Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL
PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas
Ayat 2

Cukup Jelas
Ayat 3

Cukup Jelas
Ayat 4

Penyertaan Modal Daerah yang dialokasikan untuk bantuan kredit khusus
kepada UMKM dan UKM di Kutai Kartanegara dengan bunga nol persen (0%)

Ayat 5

Cukup Jelas
Ayat 6

Cukup Jelas
Pasal IT

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 74



